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Abstract: Transformasi digital telah menjadi agenda
strategis dalam reformasi pelayanan  publik,
termasuk  pada  tingkat pemerintahan  desa.
Penerapan e-layanan desa merupakan salah satu
bentuk  transformasi  digital yang  bertujuan
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas
pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi
informasi. Namun, kajian mengenai transformasi
digital desa masih didominasi oleh perspektif
teknologi  dan  sistem  informasi, sementara
pemahaman mengenai bagaimana nilai pelayanan
publik  diciptakan  melalui  interaksi  antara
pemerintah desa dan masyarakat masih relatif
terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis
transformasi digital desa melalui penerapan e-
layanan desa dalam mendukung kualitas pelayanan
publik di Desa Manubura, Kecamatan Nelle,
Kabupaten  Sikka.  Penelitian — menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Informan penelitian terdiri atas aparatur pemerintah
desa, operator e-layanan, danmasyarakat pengguna
layanan yang dipilih secara purposive. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan
model interaktif Miles, Huberman, dan Saldarna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-
layanan sejak tahun 2022 telah mentransformasi
sistem  pelayanan  administrasi desa melalui
digitalisasi seluruh layanan surat keterangan, yang
berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan
dari sekitar satu hari menjadi rata-rata satu jam.
Dalam  perspektif  Service-Dominant  Logic,
peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut
merupakan bentuk penciptaan nilai pelayanan (value
creation) yang dihasilkan melalui interaksi antara
pemerintah desa dan masyarakat. Temuan penelitian
juga menunjukkan adanya proses co-creation yang
tercermin melalui pemanfaatan aktif e-layanan oleh
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masyarakat. Meskipun demikian, implementasi e-
layanan  masih  menghadapi  kendala  berupa
pemadaman listrik, gangguan jaringan internet,
rendahnya  kualitas  bandwidth, serta masih
ditemukannya praktik pelayanan manual pada
kondisi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
e-layanan desa berkontribusi positif  terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi
instrumen penting dalam mewujudkan transformasi
digital desa yang berorientasi pada penciptaan nilai

publik.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis pemerintahan di berbagai negara
untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, efisiensi birokrasi, transparansi, dan kualitas
pelayanan publik. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi
digital, internet of things (IoT), big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan
komputasi awan telah mendorong perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Memasuki era Society 5.0, teknologi tidak lagi
dipandang sekadar sebagai instrumen pendukung administrasi, melainkan sebagai sarana untuk
menciptakan pelayanan publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat (human-centered public
services). Kondisi tersebut mendorong terjadinya pergeseran paradigma dari conventional
government yang identik dengan prosedur birokrasi panjang, pelayanan tatap muka, dan proses
administratif yang kurang fleksibel menuju digital government yang lebih adaptif, responsif, serta
terintegrasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah dituntut mampu menyediakan
layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih
luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian, transformasi digital tidak lagi dipahami
sebagai pilihan inovasi semata, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis bagi pemerintah
untuk menjawab ekspektasi masyarakat yang terus berkembang sekaligus meningkatkan kualitas
pelayanan publik.

Di Indonesia, agenda transformasi digital terus diperluas hingga ke tingkat desa sebagai
upaya mendekatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel kepada masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi (Republik Indonesia, 2018).
Sejalan dengan kebijakan tersebut, berbagai inisiatif seperti program desa digital dan
pengembangan konsep smart village mulai dikembangkan untuk memperkuat kapasitas
pemerintahan desa dalam menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat (Idza & Rahmadanita, 2024). Desa sebagai unit
pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis sebagai garda
terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena sebagian besar kebutuhan administrasi
dasar masyarakat, seperti penerbitan surat keterangan dan penyediaan informasi publik,
dilaksanakan pada tingkat desa (Wahyiah, 2025). Di sisi lain, meningkatnya literasi digital
masyarakat serta ekspektasi terhadap layanan yang cepat, mudah diakses, responsif, dan
berkualitas menuntut pemerintah desa untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik berbasis digital. Oleh karena itu, transformasi digital pada tingkat desa tidak hanya
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dimaknai sebagai upaya modernisasi sistem administrasi, tetapi juga sebagai strategi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Iswanto
& Miskan, 2025).

E-layanan desa menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang memungkinkan
proses administrasi dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui pemanfaatan teknologi informasi, berbagai layanan administrasi yang sebelumnya
dilaksanakan secara konvensional dapat didigitalisasi sehingga masyarakat tidak lagi bergantung
sepenuhnya pada prosedur tatap muka yang cenderung memerlukan waktu lebih lama.
Digitalisasi pelayanan administrasi tersebut mencakup penyederhanaan alur pelayanan,
percepatan proses penerbitan dokumen, kemudahan akses informasi, serta peningkatan ketepatan
dan akurasi layanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Berbagai penelitian menunjukkan
bahwa penerapan e-layanan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
melalui efisiensi waktu, kemudahan akses, transparansi proses, dan pengurangan beban
administratif bagi masyarakat maupun aparatur penyelenggara layanan (Kurniawan et al., 2023;
Pratiwi et al., 2024). Dalam perspektif pelayanan publik, keberhasilan inovasi digital tidak hanya
diukur dari tersedianya teknologi atau aplikasi yang digunakan, tetapi juga dari kemampuannya
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepuasan pengguna layanan, serta
menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan
warga. Dengan demikian, e-layanan desa dapat dipahami sebagai instrumen transformasi
pelayanan yang berpotensi mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, adaptif,
dan berpusat pada masyarakat.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, implementasi e-layanan desa masih
menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik. Berbagai
studi menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan desa tidak hanya ditentukan oleh
ketersediaan sistem atau aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital,
kapasitas aparatur desa, serta tingkat literasi digital masyarakat sebagai pengguna layanan.
Keterbatasan akses internet, rendahnya kualitas jaringan, dan belum meratanya ketersediaan
sarana pendukung teknologi menjadi hambatan yang masih dijumpai, terutama pada wilayah
pedesaan dengan kondisi geografis tertentu. Di samping itu, kemampuan aparatur desa dalam
mengoperasikan teknologi dan beradaptasi terhadap perubahan prosedur pelayanan turut
menentukan keberlanjutan implementasi e-layanan. Dari sisi masyarakat, perbedaan tingkat
literasi digital dapat memengaruhi kemampuan warga dalam mengakses dan memanfaatkan
layanan berbasis elektronik secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan praktik pelayanan
manual masih tetap dilakukan dalam situasi tertentu, sehingga proses transformasi digital desa
berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya menggantikan pola pelayanan konvensional.
Oleh karena itu, berbagai tantangan tersebut perlu dipahami secara komprehensif agar
implementasi e-layanan desa tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga
mampu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka telah menerapkan e-layanan desa
sejak tahun 2022 sebagai bagian dari upaya transformasi digital dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. Penerapan e-layanan tersebut dilakukan melalui digitalisasi berbagai layanan
administrasi yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. Seluruh surat
keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa telah terintegrasi dalam sistem e-layanan,
meliputi surat keterangan kematian, surat pindah penduduk, surat keterangan jual beli tanah, serta
berbagai jenis surat administrasi lainnya. Inovasi pelayanan tersebut ditujukan untuk
mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan secara lebih cepat, tertib, dan efisien
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dibandingkan dengan mekanisme pelayanan konvensional yang sebelumnya diterapkan. Hingga
saat ini, e-layanan desa telah dimanfaatkan oleh 1.149 jiwa penduduk Desa Manubura sebagai
pengguna layanan administrasi desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen
pemerintah desa dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan
publik sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan
masyarakat.

Penerapan e-layanan di Desa Manubura menunjukkan perubahan nyata terhadap efisiensi
pelayanan, yang ditandai dengan pemangkasan waktu penyelesaian administrasi dari sekitar satu
hari menjadi rata-rata satu jam. Sebelum penerapan e-layanan, masyarakat harus melalui prosedur
pelayanan secara konvensional yang relatif lebih panjang, mulai dari proses pengajuan, verifikasi,
hingga penerbitan dokumen yang sering kali baru dapat diselesaikan pada hari berikutnya.
Setelah digitalisasi diterapkan, berbagai tahapan administrasi dapat dilakukan secara lebih
sederhana dan terintegrasi sehingga mempercepat proses penyelesaian layanan. Perubahan
tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam mengelola administrasi,
tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen yang dibutuhkan secara lebih
cepat dan efisien. Efisiensi waktu pelayanan ini menjadi salah satu indikator penting yang
menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada aspek ketepatan
waktu, kemudahan akses, dan daya tanggap penyelenggara layanan terhadap kebutuhan
masyarakat. Dengan demikian, penerapan e-layanan di Desa Manubura tidak hanya
merepresentasikan adopsi teknologi dalam administrasi pemerintahan desa, tetapi juga
menunjukkan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih
berkualitas dan berorientasi pada masyarakat.

Di balik berbagai capaian tersebut, praktik pelayanan manual masih ditemukan akibat
keterbatasan pasokan listrik, gangguan jaringan internet, dan rendahnya kualitas bandwidth yang
tersedia. Dalam situasi tertentu, aparatur desa terpaksa kembali menggunakan prosedur pelayanan
secara konvensional ketika terjadi pemadaman listrik atau gangguan jaringan yang menghambat
akses terhadap sistem e-layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi
belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan pelayanan digital apabila tidak didukung oleh
infrastruktur yang memadai dan stabil. Selain itu, rendahnya kualitas bandwidth menyebabkan
proses akses dan pengelolaan layanan menjadi lebih lambat sehingga mengurangi efektivitas
sistem yang telah diterapkan. Akibatnya, implementasi e-layanan di Desa Manubura berlangsung
secara tidak sepenuhnya konsisten karena pelayanan digital dan manual masih berjalan secara
berdampingan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Fenomena ini memperlihatkan adanya
kesenjangan antara harapan transformasi digital yang menjanjikan pelayanan publik yang cepat,
efisien, dan terintegrasi dengan realitas implementasi di tingkat desa yang masih dipengaruhi oleh
berbagai keterbatasan kontekstual. Oleh karena itu, transformasi digital desa perlu dipahami tidak
hanya sebagai proses adopsi teknologi, tetapi juga sebagai proses adaptasi kelembagaan yang
dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya, dan karakteristik lokal yang
menentukan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa digitalisasi pelayanan desa
mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses layanan, serta memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa penerapan e-government pada tingkat desa berkontribusi terhadap
percepatan proses pelayanan, peningkatan transparansi, dan optimalisasi kinerja aparatur desa.
Penelitian lainnya lebih banyak menyoroti aspek implementasi sistem, pengembangan aplikasi,
tingkat penerimaan teknologi, maupun faktor-faktor pendukung keberhasilan digitalisasi
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pelayanan desa. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum mengkaji secara
mendalam bagaimana e-layanan desa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik dalam kerangka transformasi digital desa yang berlangsung secara dinamis. Selain itu,
kajian mengenai digitalisasi pelayanan desa pada wilayah Indonesia Timur masih relatif terbatas,
sehingga belum banyak memberikan gambaran mengenai tantangan dan karakteristik
implementasi transformasi digital dalam konteks sosial dan infrastruktur yang berbeda. Hingga
saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana penerapan e-
layanan desa di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka mendukung kualitas
pelayanan publik di tengah masih berlangsungnya praktik pelayanan manual akibat keterbatasan
infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut
dengan menganalisis transformasi digital desa melalui penerapan e-layanan dalam mendukung
kualitas pelayanan publik dengan mempertimbangkan dinamika keberhasilan sekaligus tantangan
implementasinya pada konteks lokal pedesaan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis bagaimana penerapan e-
layanan desa menjadi instrumen transformasi digital yang tidak hanya mempercepat proses
administrasi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Manubura.
Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek implementasi
sistem atau keberhasilan adopsi teknologi, penelitian ini memandang transformasi digital desa
sebagai proses adaptif yang berlangsung di tengah berbagai keterbatasan infrastruktur dan masih
berdampingannya praktik pelayanan digital serta manual. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya kajian transformasi digital desa melalui pemahaman mengenai
hubungan antara pemanfaatan e-layanan dan kualitas pelayanan publik dalam konteks pedesaan,
khususnya di wilayah Indonesia Timur. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa serta pemangku kebijakan dalam merancang
strategi pengembangan desa digital yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan teknologi,
tetapi juga pada penguatan infrastruktur pendukung, kapasitas aparatur, dan keberlanjutan
pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
transformasi digital desa melalui penerapan e-layanan desa dalam mendukung kualitas pelayanan
publik di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka.

LANDASAN TEORI
Service-Dominant Logic (SDL) sebagai Grand Theory

Service-Dominant Logic (SDL) merupakan perspektif yang memandang bahwa pelayanan
(service) merupakan dasar utama dari seluruh proses penciptaan nilai. SDL diperkenalkan oleh
Vargo dan Lusch sebagai kritik terhadap Goods-Dominant Logic yang menempatkan produk
sebagai sumber utama nilai. Dalam SDL, nilai tidak dihasilkan secara sepihak oleh penyedia
layanan, tetapi diciptakan bersama melalui interaksi antara penyedia layanan dan pengguna
layanan. Stephen L. Vargo dan Robert F. Lusch menjelaskan bahwa organisasi tidak dapat
memberikan nilai secara langsung (value delivery), melainkan hanya menawarkan proposisi nilai
(value proposition), sedangkan nilai sesungguhnya terbentuk ketika pengguna memanfaatkan
layanan tersebut (value-in-use).

Dalam konteks pelayanan publik, SDL menempatkan masyarakat bukan sebagai penerima
layanan yang pasif, tetapi sebagai aktor yang berpartisipasi aktif dalam proses penciptaan nilai
pelayanan. Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh
kemampuan pemerintah menyediakan teknologi atau sistem layanan, tetapi juga oleh keterlibatan
masyarakat dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan layanan yang tersedia.
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Transformasi digital desa melalui penerapan e-layanan dapat dipahami sebagai upaya
pemerintah desa untuk menciptakan proposisi nilai berupa pelayanan yang lebih cepat, mudah,
transparan, dan efisien. Namun nilai tersebut baru terwujud apabila masyarakat menggunakan
dan merasakan manfaat dari layanan digital yang disediakan. Dengan demikian, perspektif SDL
memungkinkan penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik
merupakan hasil dari interaksi antara teknologi, aparatur desa, dan masyarakat sebagai pengguna
layanan.

Co-Creation sebagai Middle-Range Theory

Konsep co-creation berkembang dari SDL yang menegaskan bahwa nilai tidak diciptakan
secara sepihak oleh organisasi, melainkan melalui kolaborasi antara penyedia layanan dan
pengguna layanan. Co-creation merujuk pada proses keterlibatan aktif berbagai aktor dalam
menghasilkan manfaat bersama melalui pertukaran sumber daya, pengetahuan, pengalaman, dan
partisipasi.

Dalam sektor publik, co-creation dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses
perancangan, implementasi, maupun pemanfaatan layanan publik. Melalui pendekatan ini,
masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai mitra pemerintah dalam
menciptakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Penerapan e-layanan desa di Desa Manubura mencerminkan praktik co-creation karena
keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan aparatur desa, tetapi juga
oleh partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan digital tersebut. Ketika masyarakat
memanfaatkan e-layanan untuk mengurus surat keterangan kematian, surat pindah penduduk,
surat jual beli tanah, dan berbagai layanan administrasi lainnya, maka proses penciptaan nilai
pelayanan sedang berlangsung.

Dengan kata lain, efisiensi pelayanan yang meningkat dari sekitar satu hari menjadi rata-
rata satu jam bukan semata-mata hasil implementasi teknologi, tetapi merupakan hasil kolaborasi
antara pemerintah desa sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Transformasi Digital Desa

Transformasi digital desa merupakan proses perubahan tata kelola pemerintahan desa
melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan
kualitas pelayanan publik. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan
teknologi, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pola kerja aparatur, dan hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam perspektif SDL, transformasi digital desa bukan sekadar digitalisasi administrasi,
tetapi merupakan proses penciptaan nilai pelayanan publik melalui integrasi sumber daya digital,
aparatur desa, dan masyarakat.

E-Layanan Desa

E-layanan desa merupakan implementasi transformasi digital dalam bentuk
penyelenggaraan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi. E-layanan memungkinkan
masyarakat memperoleh pelayanan secara lebih cepat, mudah, dan transparan dibandingkan
pelayanan konvensional.

Dalam penelitian ini, e-layanan desa mencakup digitalisasi berbagai surat keterangan
yang dikeluarkan Pemerintah Desa Manubura, seperti:

o Surat keterangan kematian;
o Surat pindah penduduk;

e Surat jual beli tanah,;

e Surat keterangan usaha;
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e Surat administrasi lainnya.

Dari perspektif SDL, e-layanan merupakan media pertukaran layanan (service exchange)
yang memungkinkan terjadinya proses co-creation antara pemerintah desa dan masyarakat.
Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan tingkat kemampuan penyelenggara pelayanan
dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif, efisien, cepat, tepat, dan
memuaskan.

Dalam penelitian ini kualitas pelayanan publik dianalisis melalui indikator:

Efisiensi waktu pelayanan;

Kemudahan akses layanan;

Kecepatan respons aparatur;

Ketepatan pelayanan;

Kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dipandang sebagai bentuk nilai publik (public
value) yang dihasilkan melalui proses co-creation dalam implementasi e-layanan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan
kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses
transformasi digital desa melalui penerapan e-layanan dalam mendukung kualitas pelayanan
publik serta mengungkap dinamika implementasinya dalam konteks nyata. Sementara itu, desain
studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu kasus spesifik, yaitu penerapan e-
layanan desa di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka.

Penelitian dilaksanakan di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan
pertimbangan bahwa Desa Manubura telah menerapkan e-layanan desa sejak tahun 2023, seluruh
layanan administrasi desa telah terdigitalisasi, serta terdapat fenomena paradoks berupa
peningkatan efisiensi pelayanan yang disertai dengan masih ditemukannya praktik pelayanan
manual akibat keterbatasan infrastruktur pendukung.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2026 sesuai dengan
waktu pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan
mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan terkait
penerapan e-layanan desa. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Teknologi dan Informasi
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, Kepala Desa Manubura, Sekretaris
Desa, operator e-layanan desa, perangkat desa yang terlibat dalam pelayanan administrasi, serta
masyarakat pengguna e-layanan desa. Untuk memperkaya informasi, peneliti juga dapat
menggunakan teknik snowball sampling apabila ditemukan informan lain yang dianggap
mengetahui secara mendalam proses implementasi e-layanan desa.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi
dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyelenggaraan e-
layanan desa serta interaksi antara aparatur desa dan masyarakat dalam pelayanan administrasi.
Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur terhadap para informan guna menggali
informasi mengenai pelaksanaan e-layanan, manfaat yang dirasakan, tantangan implementasi,
serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Adapun studi dokumentasi dilakukan
terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti profil Desa Manubura, laporan penggunaan e-
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layanan, data jumlah pengguna layanan, arsip pelayanan administrasi, serta dokumen lain yang
relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai
informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi,
wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldafia yang
meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display),
dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Pada tahap
kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan
pengorganisasian data lapangan. Selanjutnya, data yang telah dikondensasi disajikan dalam
bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap
terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara terus-menerus disertai proses verifikasi
untuk memperoleh temuan penelitian yang kredibel mengenai transformasi digital desa melalui
penerapan e-layanan dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Desa Manubura.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformasi Digital Desa melalui Penerapan E-Layanan di Desa Manubura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Desa Manubura diwujudkan
melalui penerapan e-layanan desa sejak tahun 2022. Digitalisasi pelayanan dilakukan terhadap
seluruh layanan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah desa, seperti surat keterangan
kematian, surat pindah penduduk, surat jual beli tanah, surat keterangan usaha, dan berbagai surat
administrasi lainnya. Penerapan e-layanan tersebut merupakan bentuk nyata transformasi tata
kelola pemerintahan desa dari sistem pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis digital.
Dalam perspektif Service-Dominant Logic (SDL), transformasi digital tidak hanya dipahami
sebagai penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, tetapi sebagai upaya
menciptakan nilai pelayanan melalui integrasi sumber daya teknologi, aparatur desa, dan
masyarakat pengguna layanan. Pemerintah Desa Manubura berperan sebagai penyedia proposisi
nilai (value proposition) berupa pelayanan yang lebih cepat dan mudah, sedangkan masyarakat
berperan sebagai penerima manfaat sekaligus aktor yang turut menentukan keberhasilan layanan
melalui pemanfaatan sistem yang tersedia (Vargo & Lusch, 2008).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi desa mampu
meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penyederhanaan prosedur administrasi
dan peningkatan aksesibilitas layanan publik. Digitalisasi tidak hanya mengubah mekanisme
pelayanan, tetapi juga membentuk pola hubungan baru antara pemerintah desa dan masyarakat
yang lebih responsif dan transparan (Pratama et al., 2023; Rahman & Hidayat, 2022).

Dengan demikian, transformasi digital di Desa Manubura menunjukkan bahwa teknologi telah
menjadi instrumen penting dalam memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat desa.
E-Layanan Desa sebagai Sarana Co-Creation Pelayanan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan e-layanan desa tidak hanya ditentukan
oleh keberadaan aplikasi atau sistem digital, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam
memanfaatkan layanan yang tersedia. Sebanyak 1.149 penduduk telah menjadi pengguna layanan
digital desa sejak implementasi sistem dilakukan.

Dalam perspektif Co-Creation Theory, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya proses
penciptaan nilai bersama (value co-creation) antara pemerintah desa dan masyarakat. Nilai
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pelayanan tidak diciptakan secara sepihak oleh aparatur desa, tetapi dihasilkan melalui interaksi
antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Ketika masyarakat mengakses layanan
administrasi secara digital, sementara aparatur memproses dan menyediakan layanan secara cepat,
maka proses penciptaan nilai publik sedang berlangsung (Prahalad & Ramaswamy, 2004).

Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa transformasi digital sektor
publik akan berhasil apabila masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga
menjadi mitra aktif dalam penggunaan dan pengembangan layanan digital (Osborne et al., 2021).
Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan e-layanan di Desa Manubura menunjukkan bahwa
transformasi digital telah mendorong perubahan pola hubungan antara pemerintah desa dan
warga dari model pelayanan tradisional menuju model pelayanan kolaboratif.

Dampak E-Layanan terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah terjadinya peningkatan efisiensi pelayanan
administrasi. Sebelum digitalisasi diterapkan, proses penyelesaian layanan administrasi
membutuhkan waktu sekitar satu hari. Setelah implementasi e-layanan, waktu penyelesaian dapat
dipersingkat menjadi rata-rata satu jam.

Perubahan tersebut menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada
aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kemudahan akses layanan. Dalam teori kualitas
pelayanan, peningkatan kualitas ditunjukkan oleh kemampuan penyelenggara layanan memenuhi
kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan memuaskan (Parasuraman et al., 1988).

Dari perspektif SDL, efisiensi waktu pelayanan tersebut merupakan bentuk value in use,

yaitu nilai yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat ketika menggunakan layanan. Nilai
pelayanan tidak berada pada sistem teknologi itu sendiri, tetapi pada manfaat nyata yang
diperoleh masyarakat dari penggunaan sistem tersebut (Vargo & Lusch, 2016).
Hasil penelitian ini memperkuat temuan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa
digitalisasi pelayanan publik berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat melalui
penyederhanaan prosedur, percepatan pelayanan, dan peningkatan akses informasi (Susanto et al.,
2023; Nurhayati & Prasetyo, 2024).

Paradoks Transformasi Digital: Koeksistensi Layanan Digital dan Manual

Meskipun menunjukkan berbagai capaian positif, penelitian ini menemukan bahwa
pelayanan manual masih digunakan dalam kondisi tertentu. Temuan menunjukkan bahwa
aparatur desa terkadang kembali menggunakan prosedur manual ketika terjadi pemadaman listrik,
gangguan jaringan internet, atau rendahnya kualitas bandwidth.

Temuan ini menunjukkan adanya paradoks dalam transformasi digital desa. Di satu sisi,

digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun di sisi lain, keterbatasan
infrastruktur menyebabkan implementasi layanan digital belum berjalan secara konsisten.
Dalam perspektif SDL, kondisi ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai pelayanan sangat
bergantung pada integrasi sumber daya (resource integration). Ketika salah satu sumber daya,
seperti listrik atau internet, tidak tersedia secara memadai, maka proses penciptaan nilai
pelayanan akan terganggu.

Temuan ini berbeda dari sebagian penelitian terdahulu yang cenderung menggambarkan
transformasi digital sebagai proses linear menuju digitalisasi penuh. Penelitian di Desa Manubura
menunjukkan bahwa transformasi digital berlangsung secara adaptif dan kontekstual, di mana
layanan digital dan manual dapat berjalan berdampingan sebagai bentuk penyesuaian terhadap
kondisi lokal.

Temuan tersebut menjadi salah satu novelty penelitian karena memperlihatkan bahwa

ISSN : 2828-5298 (online)



960
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

keberhasilan transformasi digital desa tidak selalu ditandai dengan hilangnya pelayanan manual,
melainkan oleh kemampuan pemerintah desa mempertahankan kualitas pelayanan di tengah
keterbatasan infrastruktur.

Implikasi Transformasi Digital bagi Pengembangan Desa Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital desa tidak
hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur desa, partisipasi
masyarakat, dan dukungan infrastruktur pendukung.

Dalam perspektif co-creation, keberlanjutan e-layanan membutuhkan keterlibatan seluruh
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, penyedia layanan
telekomunikasi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan tersedianya
infrastruktur digital yang memadai serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan desa digital perlu diarahkan tidak hanya pada penyediaan
aplikasi atau sistem informasi, tetapi juga pada penguatan ckosistem digital desa secara
menyeluruh. Strategi tersebut mencakup peningkatan kualitas jaringan internet, penyediaan
sumber listrik yang stabil, penguatan kompetensi aparatur desa, dan peningkatan kemampuan
masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.

Hasil penelitian ini mempertegas bahwa transformasi digital desa merupakan proses sosial
dan kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor dalam menciptakan nilai pelayanan publik
yang lebih baik

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital desa melalui penerapan e-layanan
di Desa Manubura, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka telah memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan e-layanan sejak tahun 2022 berhasil
mentransformasi sistem pelayanan administrasi desa melalui digitalisasi berbagai layanan surat
keterangan, seperti surat keterangan kematian, surat pindah penduduk, surat jual beli tanah, dan
berbagai layanan administrasi lainnya. Transformasi tersebut berdampak pada meningkatnya
efisiensi pelayanan yang ditandai dengan pemangkasan waktu penyelesaian layanan dari sekitar
satu hari menjadi rata-rata satu jam, serta meningkatnya kemudahan akses layanan bagi
masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi e-layanan belum sepenuhnya berjalan optimal.
Penelitian menemukan bahwa pemadaman listrik, gangguan jaringan internet, rendahnya kualitas
bandwidth, serta masih digunakannya prosedur manual pada kondisi tertentu menjadi tantangan
yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan layanan digital. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa keberhasilan transformasi digital desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi
atau teknologi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur pendukung dan kapasitas sumber daya
manusia.

Dari perspektif Service-Dominant Logic (SDL), temuan penelitian ini menegaskan bahwa
peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hasil proses penciptaan nilai (value creation)
yang terjadi melalui integrasi sumber daya teknologi, aparatur desa, dan masyarakat sebagai
pengguna layanan. Nilai pelayanan tidak dihasilkan oleh teknologi semata, melainkan terbentuk
ketika masyarakat memanfaatkan layanan digital dan memperoleh manfaat nyata berupa
pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Selanjutnya, melalui perspektif Co-Creation,
penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan,
tetapi juga sebagai aktor yang berpartisipasi dalam proses penciptaan nilai pelayanan publik
melalui penggunaan dan pemanfaatan e-layanan desa. Dengan demikian, transformasi digital
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desa dapat dipahami sebagai proses kolaboratif yang menghasilkan nilai publik melalui interaksi
antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Service-Dominant
Logic dan Co-Creation untuk menjelaskan transformasi digital desa sebagai proses penciptaan
nilai pelayanan publik (public value creation), bukan semata-mata sebagai proses adopsi
teknologi. Temuan ini memperkaya kajian transformasi digital sektor publik, khususnya pada
konteks pemerintahan desa di wilayah Indonesia Timur yang masih relatif terbatas dalam literatur
akademik.

Berdasarkan hasil penelitian, dirckomendasikan kepada Pemerintah Desa Manubura untuk
terus memperkuat infrastruktur digital, termasuk penyediaan akses internet yang lebih stabil dan
dukungan sumber energi cadangan guna meminimalkan gangguan pelayanan akibat pemadaman
listrik. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknologi informasi perlu
dilakukan secara berkelanjutan agar implementasi e-layanan dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis dalam
pengembangan ekosistem desa digital yang berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan
pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur pengaruh transformasi digital
terhadap tingkat kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah desa. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas lokasi penelitian pada
beberapa desa dengan karakteristik yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai implementasi transformasi digital desa di Indonesia.
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